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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan da-
lam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencer-
daskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosi-
al! Dalam mencapai tujuan negara (welfare state) tersebut diperlukan
suatu lembaga keuangan negara.

Hal keuangan negara diatur dalam batang tubuh UUD 1945 BAB
VIII, yaitu Pasal 23 yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan nega-
ra ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksana-
kan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dia-
tur dengan undang-undang, Pasal 23B yang menyatakan macam dan
harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, Pasal 23C yang
menyatakan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan
Undang-Undang dan Pasal 23D yang menyatakan negara memiliki su-
atu bank sentral.?

! Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
? Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Keempat.
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Untuk mengoptimalkan fungsi keuangan negara, pengelolaan
keuangan negara mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi
harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks anggar-
an negara, pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan penerima-
an sampai dengan evaluasi penggunaan anggaran harus dilakukan
dengan tepat. Untuk itu, setiap tahun pemerintah menyusun dan
mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-
ra (RAPBN) yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Dalam APBN diuraikan unsur-unsur penerimaan/pendapatan
dan unsur-unsur belanja negara, di antaranya terdiri dari pendapatan
perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Kewenangan memungut pajak di Indonesia saat ini sebagaima-
na yang digariskan oleh ketentuan Pasal 23A UUD 1945, dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada
Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerin-
tah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sistem pemungutan pajak berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 ten-
tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP)
tanggal 1 Januari 1984, adalah self assessment.* Namun demikian, da-
lam kondisi tertentu masih terdapat pemungutan pajak bersifat offi-
cial assessment,* yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran kewajiban
pajak. Sepanjang tidak diatur diketentuan khusus, UU No. 6 Tahun
1983 berlaku dalam pelaksanaan pemungutan segala pajak secara
mutatis mutandis.® Ketentuan Umum Perpajakan tersebut dijadikan
sebagai pedoman mengatur tentang tata cara pemungutan pajak di
tingkat daerah dan tingkat pusat termasuk bea masuk dan cukai.®

3 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 16 Tahun 2009, LN No. 62 Tahun 2009, TLN No. 4999. Pen-
jelasan Umum: “...Membayar sendiri pajak yang terhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini
pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, se-
derhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak”.

4 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 16 Tahun 2009, LN No. 62 Tahun 2009, TLN No. 4999. Pen-
jelasan Umum: “...Membayar sendiri pajak yang terhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini

pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, se-

derhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak”.

5 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor é Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 16 Tahun 2009, Op. Cit.

4 bid.

T .
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Untuk menguji dan memastikan ketaatan wajib pajak berdasar-
kan sistem self assessment tersebut, UU Perpajakan mengamanatkan
kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan,’ secara periodik
dan/atau insidentil terhadap wajib pajak. Apabila berdasarkan ha-
sil pemeriksaan, wajib pajak diduga tidak mematuhi ketentuan per-
pajakan, petugas pajak memproses pelanggaran baik secara pidana?®
dan/atau secara administratif®* dengan mempertimbangkan peme-
nuhan unsur-unsur, kecukupan alat bukti pelanggaran tersebut, efek
jera dan/atau pengembalian keuangan negara. Apabila wajib pajak ti-
dak setuju atas pengenaan kewajiban pajak dan/atau sanksi adminis-
tratif, kepada wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyatakan
tidak setuju melalui instrumen hukum lembaga keberatan,® lembaga
banding™ dan/atau gugatan®’ ke Pengadilan Pajak.

Sengketa pajak di Pengadilan Pajak dikelompokkan berdasarkan
kelompok Terbanding dan/atau Tergugat, yakni Dirjen Pajak, Dirjen
Bea Cukai dan Kepala Daerah yang terdiri atas gubernur, bupati dan
walikota. Adapun objek sengketanya dibagi ke dalam beberapa jenis
objek sengketa pajak,’® antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertam-
bahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Pungutan Ekspor,
dengan dasar hukum, lembaga pemungut, tata cara pemungutan, dan
teknik perhitungan berbeda antara satu dan lainnya. Penelitian ini di-
batasi pada objek penelitian sengketa bea cukai.

Bukti hukum bahwa bea cukai adalah bagian dari perpajakan da-

7 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 16 Tahun 2009, Op.cit., Pasal 1 angka 24: Pemeriksaan ada-
lah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melak-
sanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indonesia, Undang-Undang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor é Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

® Ibid., Pasal 1 angka 31: Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Indonesia.

? Ibid., Pasal 1 angka 20.

*© Ibid., Pasal 1 angka 34: Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terha-
dap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

11 Ibid., Pasal 1 angka 35: Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terha-
dap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2 Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Pajak, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN
No. 4189. Pasal 1 Angka 7: Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan
Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

13 |bid., Pasal 1.
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pat dilihat dari dasar hukum, mengingat UU No. 10 Tahun 1995 ten-
tang Kepabeanan dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
UU No. 10 Tahun 1995 mengacu kepada Pasal 23 UUD 1945 dan Pasal
23 ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga terkait perpajakan. Di samping
itu, bukti bahwa bea masuk merupakan bagian dari perpajakan inter-
nasional adalah dijadikannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesah-
an Agreement Establishing the World Trade Organization sebagai dasar
hukum UU Kepabeanan. Dalam UU KUP sebagai peraturan pelaksa-
naan dari Pasal 23 A UUD 1945, dinyatakan bea cukai adalah bagian
dari perpajakan.* Dalam Pasal 4, Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 UU
No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana terakhir diu-
bah dengan UU No. 42 Tahun 2009 dinyatakan bahwa PPN dan PPnBM
dikenakan atas impor Barang Kena Pajak dan Pajak tersebut dipungut
melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai pada saat impor Barang Kena
Pajak tersebut.

Demikian juga dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun
1983 terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bah-
wa Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu un-
tuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain antara lain PPh Ps.
22 Impor. Kemudian dalam PMK 154/PMK.03/2010 dinyatakan bah-
wa Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 adalah Bank Devi-
sa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas Impor Barang. Dalam Pasal
2 ayat (2) dinyatakan nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 adalah nilai berupa uang yang menjadi
dasar perhitungan bea masuk, yaitu: Cost Insurance and Freight (CIF)
ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan
berdasarkan Peraturan UU Kepabeanan di bidang Impor.

Dalam Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 dinyata-
kan bahwa Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan nega-
ra yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan
Pajak Perdagangan Internasional.®® Pendapatan Pajak Dalam Negeri

% Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor é Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 16 Tahun 2009.

15 Indonesia, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, UU Nomor 18 Ta-
hun 2016, Op.cit, Pasal 1.
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adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pa-
jakpenghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa
dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pa-
jak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak la-
innya'* Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea
keluar.”” Berdasarkan definisi yang dinyatakan dalam UU APBN terse-
but jelas bahwa bea masuk adalah bagian dari perpajakan.

Demikian juga dalam hukum formal perpajakan sebagaimana di-
nyatakan dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas
UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dinyatakan bahwa bea masuk
adalah bagian dari pajak: “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipun-
gut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-Undang dan
peraturan daerah.”® Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Penga-
dilan Pajak dinyatakan bahwa: “Pajak adalah semua jenis pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan
pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”*® Pasal 17 UUD Sementara 1950,
menyatakan: “Sumber pendapatan negara salah satunya adalah pene-
rimaan dari bea dan cukai.”2° ;

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa ketentuan nilai pabean se-
bagai bagian dari struktur bea masuk sebagaimana diatur dalam UU
Kepabeanan adalah bagian dari perpajakan sebagaimana dinyatakan
dalam konstitusi UUD 1945.

Sejarah kepabeanan diIndonesia dimulai pada tahun 1873 dengan
terbitnya Indische Tarif Wet Staatsblad Nomor 35. Ketentuan itu ke-
mudian dilanjutkan dengan Rechten Ordonnatie Staatblad Tahun 1882
Nomor 240 dan Tarief Ordonnatie Staatsblad Tahun 1970 Nomor 628

16 Ibid.

7 Ibid,

* Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Op.cit., UU Pajak adalah semua jenis pajak
yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah,

' Ibid., Pasal 1 Angka 2 menyatakan: “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah, berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

. *® Indonesia, Undang-Undang Dasar 1950, Pasal 117 menyatakan: “ Tidak diperkenankan memungut
padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa”
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yang tetap berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Baru pada tahun 1995,
Indonesia menyusun Undang-Undang Kepabeanan menggantikan or-
donantie jaman kolonial Belanda itu dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini kemudian
diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 untuk
menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Ordonantie mengenai kepabaenan tidak mengatur mengenai ke-
beratan sama sekali. Pada masa itu, bila importir dikenakan tambah
bayar atas bea masuk, maka tidak ada kesempatan untuk mengajukan
keberatan. Hal itu berbeda dengan peraturan di bidang pajak. Sejak
11 Desember 1915 sudah ada lembaga yang disebut Raad van Beroep
Voor Belastingzaken berdasarkan Staatsblad 1915 Nomor 707. Lemba-
ga dimaksud berstatus sebagai lembaga peradilan administrasi yang
akan memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak. Semua
sengketa di bidang pajak pada akhirnya akan diselesaikan oleh lem-
baga tersebut.

Pada jaman pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan
1945, Raad van Beroep Voor Belastingzaken tetap berfungsi berdasar-
kan ketentuan Pasal 3 Osomu Seirei Nomor 1 tanggal 1 Maret 1942. Ke-
mudian sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Majelis
Pertimbangan Pajak, lembaga dimaksud berubah nama menjadi Maje-
lis Pertimbangan Pajak. 2

Dalam perkembangan di bidang kepabeanan, pada tanggal 1 De-
sember 1990, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1318/
KMK.05/1990 tanggal 27 Oktober 1990, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (DJBC) meluncurkan tata laksana kepabeanan yang diberi nama
Customs Fast Release System (CFRS). Sistem ini memberi kesempatan
kepada importir untuk mengajukan keberatan atas penetapan peja-
bat Bea dan Cukai di kantor operasional (saat itu bernama Kantor In-
speksi Bea dan Cukai) kepada Kepala Kantor Wilayah. Atas keputusan
keberatan itu belum ada kesempatan pengajuan banding.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 mengubah Majelis Pertim-
bangan Pajak menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Ber-
dasar ketentuan itu, maka sejak tahun 1998, keberatan atas penetapan
pejabat Bea dan Cukai dapat diajukan banding ke BPSP. Oleh karena
anggota BPSP bukan sebagai hakim, namun sebagai pejabat Tata Usa-
ha Negara, maka keputusan BPSP masih dapat diajukan gugatan ke
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara (PTTUN) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Proses banding ke BPSP
dan gugatan ke PTpTUN menjadikan sengketa pajak berlarut-larut
dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada keputusan
final, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadil-
an. Prosedur itu belum menunjukkan proses yang cepat, sederhana,
dan murah. Untuk mengatasinya, pada tanggal 12 April 2002 diterbit-
kan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
untuk menggantikan Undang-Undang tentang BPSP.

Undang-Undang Kepabeanan diamendemen dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Un-
dang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Pasal 95 undang-undang hasil
amendemen memberikan kesempatan kepada orang yang berkebe-
ratan atas penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk meng-
ajukan banding. Orang yang keberatan dapat mengajukan permo-
honan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari
sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang itulah, fokus penelitian dalam rangka
penyusunan penelitian ini adalah “Tata Laksana Penyelesaian Sengke-
ta Bea Cukai Dalam Sistem Peradilan Pajak.”

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut, maka perma-
salahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tata Laksana penyelesaian sengketa Bea dan Cu-
kai melalui upaya keberatan di Direktorat Bea dan Cukai?

2. Bagaimanakah Tata Laksana penyelesaian sengketa Bea dan Cu-
kai melalui upaya Banding di Pengadilan Pajak?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan secara mendalam mekanisme penyele-
saian sengketa Bea dan Cukai melalui upaya keberatan di Di-
rektorat Bea dan Cukai.
b. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa Bea
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dan Cukai melalui upaya Banding di Pengadilan Pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya kajian-kaji-
an hukum perpajakan, utamanya menyangkut kaidah
hukum Putusan Pengadilan Pajak bidang kepabeanan cu-
kai.

2) Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menam-
bah kepustakaan hukum perpajakan bidang kepabeanan
cukai di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi
para Hakim Pajak dalam menjalankan tugas dan wewe-
nangnya dalam memeriksa, memutus dan menyelesai-
kan sengketa pajak bidang kepabeanan cukai.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta
petunjuk bagi Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara Di-
rektorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai dalam bertindak
dan pengambilan kebijakan.

D. PROSES PENELITIAN

Agar tidak salah dalam menetapkan langkah-langkah dalam
mencapai tujuan penelitian, maka proses penelitian diawali dengan
menetapkan paradigma. Penetapan paradigma membawa impilikasi
terhadap metodologi penelitian, oleh karena itu paradigma merupa-
kan pedoman bagi peneliti dalam pengumpulan data dan analisis da-
tanya.

1. Titik Pandang/Stand Point

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk
menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka ne-
gara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif
dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekono-
mian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Untuk menca-
pai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-
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asalah sengketa kepabeanan meliputi sengketa yang berkait dengan persoalan
penetapan nilai pabean, penetapan tarif bea masuk, perhitungan bea keluar,

penggunaan fasilitas, serta penetapan sanksi administrasi. Dalam hal

penetapan pejabat Bea dan Cukai mengakibatkan kekurangan pembayaran
bea masuk, maka importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan
penetapan tersebut. Importir yang salah memberitahukan nilai pabean, sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit 100% dan paling banyak 1.000% dari bea masuk yang kurang
dibayar. Atas penetapan pejabat Bea dan Cukai tersebut importir dapat mengajukan
keberatan. Importir yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat Bea dan Cukai
mengenai tarif dan/atau nilai pabean dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan
dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Direktur Jenderal
Bea dan Cukai memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya
pengajuan keberatan. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut, Direktur Jenderal
Bea dan Cukai tidak memberikan keputusan, maka keberatan tersebut dianggap
dikabulkan dan jaminan dikembalikan. Selanjutnya, bagi importir yang berkeberatan
terhadap penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas tarif dan nilai pabean dapat
mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari
sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan. Banding diajukan setelah pungutan
yang terutang dilunasi.
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